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PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuaal H&$ ayat (4) Undang-undang Nomor

1.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebawuaitedah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Noradrahun 2008, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggoséama Walikota
Probolinggo telah menyempurnakan Rancangan PematDeerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ta#mnggaran 2009
sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/25.K/KPTS/013/2009 tentang Evaluasi Rancangmatéran Daerah Kota
Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belzegaah (APBD) Kota
Probolinggo Tahun Anggaran 2009 ;
bahwa penyempurnaan sebagimana dimaksud pada &udiflakukan agar
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danj@®aerah Tahun
Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingaim dan peraturan
perundang — undangan yang lebih tinggi ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiad huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tenfarggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1&8%@ang Pembentukan Daerah Kota
Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawangah, Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agud®60) ;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajaki Biam Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 NMo#&3 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)gabwana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembsemara Republik



Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan LembaragarddeRepublik

Indonesia Nomor 3569) ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakabDagan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®&7 18omor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noré8b)3sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahu0 Z0embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246nbkEdan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BeadtemlHak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesarmra997 Nomor 44 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor688)3sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahuw0 ZQembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeagn Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotigipembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang ProgrambBngunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia TaB0®0 Nomor 206,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®i2)3

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuaNggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerberaihaNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMo&oTambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembammtideraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lIsthonahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamasmor 4389) ;

10.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemarikBangelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara bRepndonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rkeplmoonesia
Nomor 4400) ;

11.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemieantaDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMaoh28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),aga&mana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 200@&ngnPerubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tgnRBemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud8 2Bomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod% )4

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peringdmkguangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembéegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentatydukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LembaranaNedrepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 4028) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangk PBaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Mahi8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibB® Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Maohi®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentamyd{g&an Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalfakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMo®@p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)gabwana telah diubah
beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Pieatabr Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20@Mmor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffitiz)4;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangdR#@aan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Irglan€ahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamasmor 4502) ;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentaagd&t Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonedmarm 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&(@i3)4;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentamjaran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMah36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga DRerimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMoh3@, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentaster®i Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoffegian 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoNd576) ;



22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentarigahHi(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeRdaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahudb 28omor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&id8)4;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgn®Pan Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaragars Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembarmegatd Republik
Indonesia Nomor 4585) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadignPan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahbaflzam Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahamhtaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentargp®ein Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rdpubdonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubdknesia Nomor
4614) ;

27.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangraa@enyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan rakegn
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan HKEmvaRakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Petalesin Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia T&@07 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoG@i)4;

28.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaPralpinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran rdedggepublik
IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg&wepublik
IndonesiaNomor 4737) ;

29.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentamgg@asi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud7 2RBomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@#iang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahhddgngan Peraturan
Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 ;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2@#8ang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daghaim Anggaran 2009;

32.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahurb 2806tang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DRREx Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 No&)prsebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PematuDaerah Kota



Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran DaerahaK®tobolinggo
Tahun 2007 Nomor 8) ;

33.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahuit 28ntang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerala Kwbbolinggo Tahun
2006 Nomor 13) ;

34.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahui6 2@ntang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dd¢o&n Probolinggo
Tahun 2006 Nomor 22) ;

35.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun82@ditang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota (Lembaran Daerah Kotaolknggo Tahun 2008
Nomor 2) ;

36.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahur8 266tang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat De®arwakilan Rakyat
Derah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Lembaran @heKota Probolinggo
Tahun 2008 Nomor 5) ;

37.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahur8 266tang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (LeiaubaDaerah Kota
Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6) ;

38.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahur8 26G6tang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probgtingembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) ;

39.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahur8 266tang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pnopgt (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 20009.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Amgg@809 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 434.055.346.920,41
2. Belanja daerah Rp. 458.255.346.921;41

Surplus/(Deficit) Rp. 24(2000.000



3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 25.000.000.000
b. Pengeluaran Rp. 800.000.000)
Pembiayaan Netto Rp. 24.200.000(-)
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : . Rp O
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalamlRasditi dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 36.0848%(b2

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.333.017.183.618,00

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah. 6R}950.692.812,89
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksual ggat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.022.177.500,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.22.618.368.712,50
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 1.134.425.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sejumlah Rp. 6.312.499.277,02

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayatir{if) b terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp..428.593.618,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 259.538.590@mO,
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 35.057.00QamO0

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimiamaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 19.950.2289
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah4%000.000.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasalid tari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.231.066438658
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.227.188.460.449,83

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pgdt (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.213.995.696.470,58



b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 6.079.390.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 10.Z8BADO,00
d. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 7@8.800,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada(aydturuf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 32.282.674.450,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 89.123%30,83
c. Belanja Modal sejumlah Rp.105.762.173.479,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam1Pasdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 25.000.000.000,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp.  800.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayatuflij & terdiri dari jenis

pembiayaan :

— Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 25.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ay&ufd) b terdiri dari jenis

pembiayaan :

— Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah Rp. 800.000.000,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belddgerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampirag ggerupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, teddiri :
1. Lampiran | :  Ringkasan APBD ;
2. Lampiran 1l . Ringkasan APBD menurut Urusan PBentahan
Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran 1l . Rincian APBD menurut Urusan Pemi@ahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut UWmsPemerintahan

Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ;



5. Lampiran V :  Rekapitulasi Belanja Daerah Untikikselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungis
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negera ;

6. Lampiran VI :  Daftar Jumlah Pegawai Per Golandan Per Jabatan ;

7. Lampiran VI : Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Inves) Daerah ;

9. Lampiran IX . Daftar Perkiraan Penambahan dangBrangan Aset
Tetap Daerah ;

10. Lampiran X . Daftar Perkiraan Penambahan deng&rangan aset
lainnya ;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahungg8aran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam Tahun Anggaran ini ;

12. Lampiran XII . Daftar Dana Cadangan Daeraan d

13. Lampiran XIll : Daftar Pinjaman Daerah dan i@&as$i Daerah.

Pasal 6
Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Pemjaaiggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaiadand operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yselamngan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb#&eta Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Pebruari 2009
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Pebruari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 176 702

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat |
NIP 510 095 418




